
 

 

 

BUPATI KUPANG 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI KUPANG 

NOMOR  : 7 TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA 

DESA DI KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  KUPANG, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

salah satu sumber pendapatan Desa adalah alokasi dana 

desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima kabupaten; 

  b.  bahwa untuk kelancaran pengalokasian dan pengelolaan 

Dana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Kupang tentang Tata Cara Pengalokasian dan 

Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang 

Tahun Anggaran 2015; 

Mengingat  :  1.   Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang 

Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



 

 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

5657); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

  12. Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata 

Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah 

Desa; 



 

 

  13. Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan 

Desa; 

  14. Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 

2014 Nomor 684, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kupang  Nomor 004); 

  16. Peraturan Bupati Kupang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 

2014 Nomor 685); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, 

PENETAPAN BESARAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA 

DESA DI KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan  : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang. 

4. Bupati adalah Bupati Kupang. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. 



 

 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus. 

 

 



 

 

18. Rekening kas umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah 

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang 

ditetapkan. 

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama satu periode anggaran. 

Bagian Kedua 

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Pasal 2 

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan 

kepentingan masyarakat setempat. 

Pasal 3 

(1) ADD yang dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempertimbangkan : 

 a.  Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 

 b.  Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa 

dan tingkat kesulitan geografis desa. 

Pasal 4 

(1)  Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam 

APB Desa yang bersumber dari ADD. 

(2)  Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat 

Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: 

 a.  ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus); 

 b.  ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan 

maksimal 50% (lima puluh perseratus); 

 c.  ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta 

rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) 

digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan 



 

 

 d.  ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta 

rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus). 

(3)  Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, 

kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. 

(4)  Perhitungan besaran penghasilan tetap: 

 a.  kepala Desa; 

 b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari 

penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan 

 c.  perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh 

perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan. 

Pasal 5 

(1)  Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan 

lain yang sah. 

(2)  Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3)  Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan maksimal 10 % (sepuluh perseratus) dari 

penghasilan tetap yang diterima setiap bulannya. 

Pasal 6 

ADD diprioritaskan untuk membiayai belanja penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat 

Desa dan belanja tak terduga. 

Pasal 7 

Penggunaan ADD tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam 

Musyawarah Desa dan dituangkan dalam RKP desa. 

Pasal 8 

Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD setiap tahun. 

Pasal 9 

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditransfer melalui RKUD 

Kabupaten langsung ke Rekening Kas Desa. 

Pasal 10 

Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan 

APB Desa dan  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa. 



 

 

BAB II 

PENGALOKASIAN 

Bagian Kesatu 

Pengalokasian ADD 

Pasal 11 

(1)   Berdasarkan besaran pagu ADD dalam APBD, Bupati menetapkan besaran 

Alokasi ADD untuk setiap Desa. 

(2)   Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan cara : 

 a.  jumlah total ADD dikurangi jumlah total penghasilan kepala desa dan 

perangkat desa serta tunjangan; dan 

 b.  sisa setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

kemudian dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah 

Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan gografis. 

(3)  Jumlah alokasi berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah desa, 

angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot : 

a.  25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; 

b.  10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; 

c.  35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan 

d.  30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis. 

(4)   Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan cara  : 

 

(5)  Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, 

dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bersumber dari Badan Pusat Statistik. 

(6)   Pembagian dan penetapan besaran ADD untuk setiap Desa Tahun 

Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

 

W  = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) 

 

Keterangan: 

 

W  = Dana Desa setiap Desa 

Z1  = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa 

kabupaten/kota yang bersangkutan 

Z2  = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk 

miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan 

Z3  = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa 

kabupaten/kota yang bersangkutan 

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang 

bersangkutan 



 

 

Pasal 12 

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang 

mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian ADD dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan 

sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau 

b.   pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut 

ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. 

BAB III 

PENYALURAN 

Pasal 13 

(1)    ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa setelah diterimanya 

transfer dana perimbangan dari RKUN ke RKUD. 

(2)   Penyaluran ADD dari RKUD ke desa dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 

Pasal 14 

(1)    Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara 

bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan : 

 a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus); 

 b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); 

dan 

 c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus). 

(2)   Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 

(2) dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang bersumber 

dari APBN. 

Pasal 15 

(1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD  dilakukan dengan syarat : 

 a.  peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan 

besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) telah 

ditetapkan; 

 b. APB Desa  telah ditetapkan; dan 

 c. Surat Permintaan Penyaluran (SPP) dari Desa yang dilampirkan dengan : 

 1. Rincian Rencana Penggunaan Dana Desa; 

 2. Laporan Pengelolaan Keuangan; dan 

 3. Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja. 

(2)   Dalam hal APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum 

ditetapkan, penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Peraturan Bupati 

ditetapkan dengan ketentuan ADD diblokir di RKD sampai dengan adanya 

penetapan APBDes. 



 

 

(3)   Penetapan APBDes sebagaimana dimaksud ayat (2) harus selesai paling 

lambat 1 (satu) bulan sebelum pencairan tahap II. 

BAB IV 

PENGGUNAAN ADD 

Pasal 16 

(1) ADD digunakan untuk membiayai kelompok belanja dan pembiayaan desa 

yang telah dituangkan dalam RKP desa dan APBDesa. 

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi semua 

pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 

(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh desa. 

(3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam 

rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 

Pasal 17 

(1)  Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), 

terdiri atas kelompok: 

 a.  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

 b.  Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

 c.  Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 

 d.  Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 

 e.  Belanja Tak Terduga. 

(2)  Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 

kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam 

RKPDesa. 

(3)  Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja : 

 a.  Pegawai; 

 b.  Barang dan Jasa; dan 

 c.  Modal. 

Pasal 18 

(1)  Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) 

huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan 

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. 

(2)  Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 

kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran 

penghasilan tetap dan tunjangan. 

(3)  Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya 

dibayarkan setiap bulan. 

 



 

 

Pasal 19 

(1)  Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) 

huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang 

nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

(2)  Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 

a.  alat tulis kantor; 

b.  benda pos; 

c.  bahan/material; 

d.  pemeliharaan; 

e.  cetak/penggandaan; 

f.  sewa kantor desa; 

g.  sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 

h.  makanan dan minuman rapat; 

i.  pakaian dinas dan atributnya; 

j.  perjalanan dinas; 

k.  upah kerja; 

l.  honorarium narasumber/ahli; 

m.  operasional Pemerintah Desa; 

n.  operasional BPD; 

o.  insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan 

p.  pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

(3)  Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam 

rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 

perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, 

sertapemberdayaan masyarakat desa. 

(4)  Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan. 

Pasal 20 

(1)  Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, 

digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan 

barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) 

bulan. 

(2)  Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan 

desa. 

Pasal 21 

(1)  Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah 

Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. 



 

 

(2)  Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan 

berulang dan/atau mendesak. 

(3)  Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain 

dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. 

(4)  Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah. 

(5)  Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(6)  Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dianggarkan dalam belanja tidak terduga. 

Pasal 22 

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi 

semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 23 

(1)  Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri 

dari : 

a.  Pembentukan Dana Cadangan; dan 

b.  Penyertaan Modal Desa. 

(2)  Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang 

penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 

satu tahun anggaran. 

(3)  Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan peraturan desa. 

(4)  Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memuat: 

a.  penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 

b.  program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 

c.  besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; 

d.  sumber dana cadangan; dan 

e.  tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(5)  Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan 

yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

(6)  Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a ditempatkan pada rekening tersendiri. 



 

 

(7)  Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan 

Kepala Desa.  

BAB V 

PELAPORAN 

Pasal 24 

(1)  Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada 

Bupati setiap semester. 

(2)    Penyampaian Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan : 

a.  semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran 

berjalan; dan 

b.  semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 

anggaran beriutnya. 

Pasal 25 

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), bupati dapat menunda 

penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan 

ADD. 

BAB VI 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 26 

(1)  Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas 

pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : 

a.  Penerbitan peraturan desa tentang RPJM Desa, RKP Desa dan 

APBDesa; 

b. Pengelolaan administrasi keuangan ADD; 

c.  Penyampaian laporan realisasi; dan 

d. Silpa ADD. 

(3)  Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : 

a.  Pengelolaan ADD ; dan 

b.  realisasi fisik dan keuangan ADD. 

(4)   Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD. 

 

 

 



 

 

Pasal 27 

(1)  Dalam hal terdapat Silpa ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan 

sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan 

ADD sebesar SILPA. 

(2) SILPA ADD secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi 

karena : 

a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, 

pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau 

b.  Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.  

(3)   Ketentuan mengenai pengenan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 28 

(1)  Pembinaan umum pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati. 

(2)  Pembinaan Operasional dilakukan oleh Camat dan Tim Pendamping 

Kecamatan. 

(3)  Pembinaan administrasi dilakukan oleh Tim pengendali kegiatan yang 

dibentuk oleh Bupati. 

Pasal 29 

(1)   Pengawasan umum pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bupati, 

BPD dan masyarakat. 

(2)   Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bupati dapat membentuk Tim Audit 

yang terdiri dari instansi terkait untuk melakukan audit atas pengelolaan 

ADD. 

(3)  Pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan pengawas fungsional. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

(1)   Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan 

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kupang melakukan Fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati 

ini. 

(2)  Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi, 

menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan 

teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan 

Bupati ini. 



 

 

Pasal 31 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan  penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang. 

         Ditetapkan di Oelamasi 

         pada tanggal 21 April 2014 

 

         BUPATI  KUPANG, 

 

 

 

         AYUB TITU EKI 

 

Diundangkan di Oelamasi 

pada tanggal 21 April 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, 
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